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Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran

medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-

undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan

No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis

normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian ini

menjelaskan mengenai klasifikasi dan pengaturan keadaan gawat darurat menurut Hukum Kesehatan, dan

tanggung jawab Rumah Sakit, Dokter dan Pemerintah dalam pelayanan gawat darurat serta menganalisis

tanggung jawab hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah apabila terjadi pembiaran medik terhadap

pasien gawat darurat dengan analisis Putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Hasil penelitian ini adalah 1) di

Indonesia sudah dikenal klasifikasi penanganan gawat darurat dan pengaturan gawat darurat sudah cukup

baik, 2) tanggung jawab pelayanan gawat darurat oleh dokter diatur dalam UU No. 29/2004, Rumah Sakit

diatur dalam UU No. 44/2009 serta Pemeritah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan

terhadap dokter dan rumah sakit, 3) penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis

Hakim No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.Penulis menyarankan  kepada Rumah Sakit untuk memperketat dalam

mengawasi dan mempekerjakan dokter, kepada Pemerintah untuk melakukan judicial review Pasal 190 UU

No. 36/2009, kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana atau penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU

No. 44/2009, dan kepada Pemerintah dalam tugas mengurus dan mengatur untuk melakukan penegakan

hukum terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the responsibility of doctors, hospitals, and the government when medical

abondonment occurs in emergency situations experienced by patients based on lit literature, legislation,

interviews with hospitals, doctors and government, with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.

This study uses a research method with normative juridical research and descriptive research type with

qualitative data analysis in which this study describes the classification and regulation of emergency

conditions according to Health Law, and the responsibilities of Hospitals, Doctors and Government in

emergency services, and also analyze the legal responsibilities of Hospitals, Doctors and Governent if

medical abondonment occurs to emergency patients with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.

The results of this study are 1) that in Indonesia it is well known that the classification of emergency

treatment and emergency regulation is quite good, 2) the responsibility of emergency services by doctors is

regulated in Law No. 29/2004, Hospitals are regulated in Law No. 44/2009 and the Government has
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responsibility in fostering and supervising doctors and hospitals, 3) the author does not fully agree with the

verdict of Judges No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The author recommends to the Hospital to tighten in

supervising and hiring doctors, to the Government to conduct a judicial review of Article 190 of Law No.

36/2009, to the Government to make implementing regulations or explanation of Article 42 paragraph (2) of

Law No. 44/2009, and to the Government in the task of managing and regulating to enforce the law on

responsibilities held by the Government.


